
DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WTLAYAH BEBAS DAR| KORUPS| (WBK)

DISUSUN OLEH :

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

PEMERINTAH PROVINSI JAMB!
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
JalanRM Noor Atmadibrata No 2 Telanaipura JambiTelp (0741) 668210, Fax (0741) 667691

Websitei https://bkd-iambiorov.oo-id/

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI JAMBI
NOMOR : 01 3/KEP. KAB ANIBKD-1 .1 12024

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI,

Menimba ng a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona

lntegritas (Zl) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, perlu disusun

Rencana Kerja sebagai acuan pelaksanaan tugas Tim

Pembangunan Zona lntegritas Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jambi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tentang

Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona lntegritas

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada BADAN

KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI.

Mengingat

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

c. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 55 Tahun 20'12

Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka

Menengah f ahun 20 12-20 1 4,

d. lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi;

e. lnstruksi Presiden Nomor 9 tahun 2011 Tentang Rencana

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI



Menetapkan

KESATU

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi di Lingkungan lnstansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH

BEBAS DARI KORUPSI PADA BADAN KEPEGAWAIAN

DAERAH PROVINSIJAMBI TAHUN 2025

Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona lntegritas (Zl)

menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,

agar dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas Tim

Pembangunan Zl di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 3l Desember 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSIJAMBI

RIZAL, S. Pt., M.M
'embina 

Utama Muda

KEDUA

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
Nomor : 013/KEP.KABANIBKD-1.112024
Tanggal : 31 Desember 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan

penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik efektif dan

efisien, sehingga dapatmelayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Dalam perjalanannya banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah

penyalahgunaan wewenang pratek KKN, dan lemahnya Pengawasan Sejalan

dengan hal tersebut pemerintah telah menerbitkan Peraturan presiden Nomor 81

Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang

pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan

tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan

akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta

peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka

instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi

birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya.

Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit

kerja melalui upaya pembangunan Zona lntegritas. Dalam rangka pembagunan

Zona lntegritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah : (1) Menyelaraskan

instrumen Zona lntegritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta

(2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokusdan

akurat. Untuk itu perlu disusun pendoman pembagunan zona integritas pada

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dengan mengacu Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014.

1 .2. Dasar Hukum

'1 . Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi

Nomor 52 Tahun 2014 tentang pendoman Pembangunan Zona lntegritas

Menuju \Mlayah Bebas dariKorupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani



diLingkungan lnstansi Pemerintah.

1 .3. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jambi dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona

lntegritas Menuju Wlayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih

Melayani (WBBM); dan

2. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan keseragaman

pemahaman dan Zona lntegritas menuju WBK di lingkungan Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

1.4. Pengertian Umum Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan :

1. Zona lntegritas (Zl) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah

yang pimpinanya dan laiaran mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK

melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan

peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang

diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagai besar manajemen

perubahan, penataan akuntabilitas kinerja;

3. Menuju Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat

yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagai besar

manajemen perubahan, penataan tata laksana penataan sistem manajemen

SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan

penguatankualitas pelayananpublik;

4. lnstansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah;

5. Unit Kerja adalah UniUsatuan Kerja di lnstansi Pemerintah, serendah-

rendahnya eselon lll yang menyelenggarakan fungsi pelayanan;

6. Materi adalah Materi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi;

7. Tim Penilai lnternal (TPl) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi

pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam

rangka memperoleh predikatMenuju WBK / Menuju WBBM.

'1 .5 Tim Pembangunan Zl Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi

Tim Pembangunan Zona lntegritas pada Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jambi yang ditunjuk merupakan tim kerja yang bertugas

mengoordinasikan, mengendalikan, dan memastikan pelaksanaan

pembangunan Zona lntegritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) berjalan secara efektif, terarah,

dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meghimpun dan

mempersiapkan dokumen yang menjadi evidence pada tahapan monitoring dan



evaluasi yang dilakukan pihak eksternal. Tim ini motor penggerak yang berperan

dalam mendorong dan memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang

bersih, akuntabel, transparan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik

melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada enam area perubahan

pembangunan Zona lntegritas. Adapun personil dari Tim Zl dimaksud

sebagaimana terlampir.



2.1 PENCANANGAN PEMBANGAN ZONA INTEGRITAS

Pencanangan Pembagunan Zona lntegritas adalah dengan deklarasi/pernyataan dari

pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona

lntegritas. Pencanangan Pembangunan Zona lntegritas dilakukan oleh pimpinan dan seluruh

pegawainya telah mendatangani Dokumen Pakta lntegritas. Penandatanganan dokumen

Pakta lntegritas dapat dilakukan secara masal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai

CPNS, PNS, pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal dan vertikal. Bagi

instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta

lntegritas, dapat melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona

lntegritas. Perencanaan pembangunan Zona lntegritas dilakukan secara terbuka dan

dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat

memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi

birokrasi khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2.2. PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK

Program Pembagunan Zona lntegritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang

telah dilakukan oleh pimpinan. Proses pembagunan Zona lntegritas difokuskan pada

penerapan program manajemen perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen

SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik yang bersifat Konkrit. Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan

Zona lntegritas menuju WBK. Penetapan agen perubahan dalam pembangunan Zona

lntegritas. Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir. Anggota organisasi terlibat

dalam Pembangunan Zona lntegritas menuju WBK. lmplementasi Pembagunan Zona

lntegritas menuju WBK di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi terdiri dari komponen

pengungkit Manajemen Perubahan dengan Target Prioritas: Meningkatkan komitmen seluruh

jajaran pimpinan dan pegawai ini kerja dalam membangun Zona lntegritas menuju WBK:

Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jambi dalam membangun Zona lntegritas menuju WBK; Terjadinya perubahan pola

pikir dan budaya kerja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi sesuai usulan

sebagai Zona lntegritas menuju WBK; Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan

kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

2.2 1. Manajemen Perubahan

Dalam konteks Zona lntegritas, manajemen perubahan dibangun untuk menciptakan

komitmen, pola pikir, dan budaya kerja pegawai yang berintegritas, profesional, serta

mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Kegiatan utama meliputi

pembentukan tim kerja, penyusunan rencana kerja, pembangunan budaya kerja dan agen

BAB II

RENCANA KERJA PEMBAGUNAN ZONA INTEGRITAS



perubahan, sosialisasi/internalisasi Zl, serta monitoring dan evaluasi pembangunan Zona

lntegritas.

Rencana kerja prioritas dalam area Manajemen Perubahan ini meliputi penguatan

komitmen pimpinan dan pegawai, implementasi budaya kerja berintegritas, peningkatan

kualitas pelayanan, penguatan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan

Zona lntegritas. Rencana Kerja pada Area Manajemen Perubahan dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel2.1 . Rencana Kerja Manajemen Perubahan

2.2.2. Penataan Tata Laksana

Penataan Tata Laksana dibangun untuk mewujudkan sistem, proses kerja, dan tata

kelola organisasi yang efektif, efisien, transparan, dan berbasis digital, yang kegiatan

utamanya meliputi penyusunan SOP, penyederhanaan proses bisnis, digitalisasi layanan,

NO RENCANA KERJA
INDIKATOR

KEBERHASILAN
WAKTU

PELAKSANAAN
EVIDENCE / BUKTI

DUKUNG
1 Penunjukan Tim

Kerja
Terbentuknya Tim Kerja
Pembangunan Zl yang
dipilih melalui
prosedur/mekan isme
vanq ielas

Januari SK Tim Kerja dan
Nota Dinas
Pengajuan Usulan
Nama Tim Kerja

2 Penyusunan
Rencana Kerja

Tersusunnya Rencana
Kerja yang memuat
targettarget prioritas
dan dipublikasikan
untuk untuk
meng informasikan
pembangunan Zl
kepada internal dan
stakeholder

Februari - Dokumen Rencana
Kerja Zl

- Screenshoot
Sosialisasi
Dokumen Rencana
Kerja di Website

Memastikan kegiatan
terlaksana sesuai
dengan rencana kerja
yang telah ditetapkan

Juni dan
Desember

- Laporan monev
yang
menggambarkan
realisasi rencana
kerja dan catatan-
catatan/rekomenda
si untuk perbaikan

- Dokumen Rapat
Monev

- Daftar
rekomendasi yang
telah ditindaklaniuti

4 Membangun
Perubahan Pola Pikir
dan Budaya Kerja

Pimpinan berperan
sebagai roll model,
terbentuknya agen
perubahan dan adanya
keterlibatan seluruh
anggota organisasi
dalam pembangunan Zl

Maret - Dokumentasi
pe ng a ra h a n/ama na
t dari pimpinan

- SK Tim Agen
Perubahan

- Daftar hadir rapat
yang melibatkan
seluruh anggota
organisa

Monitoring dan
Evaluasi



serta implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Rencana kerja prioritas dalam area Penataan Tata Laksana meliputi penyempurnaan

SOP, penguatan layanan berbasis elektronik, integrasi sistem kerja, dan peningkatan

efektivitas tata laksana organisasi. Rencana kerja prioritas pada area Penataan Tata Laksana

dapat di lihat pada f abel2.2.

Tabel2.2. Rencana Kerja Penataan Tata Laksana

2.2.3. Penalaan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dibangun untuk mewujudkan pengelolaan

SDM aparatur yang profesional, transparan, akuntabel, dan berbasis merit. Kegiatan utama

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur meliputi pengembangan kompetensi pegawai,

evaluasi kinerja, pembinaan disiplin, penegakan kode etik, serta pengelolaan kinerja ASN.

Rencana kerja prioritas dalam area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

meliputi peningkatan disiplin dan kinerja pegawai, penguatan sistem merit, pengembangan

kompetensi ASN, serta optimalisasi evaluasi dan pengelolaan kinerja pegawai. Rencana kerja

prioritas pada area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dapat di lihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

NO RENCANA KERJA
INDIKATOR

KEBERHASILAN
WAKTU

PELAKSANAAN
EVIDENCE /

BUKTI DUKUNG
1 Pembinaan disiplin

ASN lnternal)
Meningkatnya
kepatuhan terhadap
aturan kerja serta
menurunnya
pelanggaran disiplin
pegawai.

- Dokumentasi
pembinaan

- Edaran aturan
disiplin

- Laporan lanjut
pelanggaran
disiplin.

2 Pengembangan
kompetensi
pegawai (internal)

Tersusunnya Rencana
Kebutuhan Diklat dan
Meningkatnya
kompetensi ASN

Triwulan ll - Dokumen
Analisis
Kebutuhan Diklat

- Sertifikat
mengikuti diklat

NO RENCANA KERJA
INDIKATOR

KEBERHASILAN
WAKTU

PELAKSANAAN
EVIDENCE /

BUKTI DUKUNG
1 Penyusunan

SOPiReviu SOP
Adanya pedoman dan
panduan pelaksanaan
tugas pelayanan yang
efektiv, konsistensi, dan
berkualitas.

Februari Dokumen SOP

2 lmplementasi SPBE Adanya pedoman dan
panduan pelaksanaan
tugas pelayanan yang
efektiv, konsistensi, dan
berkualitas.

Januari-
Desember

Screenshoot
daftar layanan
pemerintahan
berbasis
elektronik yang
terintegrasi.

a Penyederhanaan
Proses Bisnis

Meningkatnya efektifitas
pelayanan

Januari Peta Proses
Bisnis

I

I

I

Triwulan ll



- Nota Dinas
laporan atas
Peningkatan
Kinerja bagi
Pegawai yang
telah mengikuti
diklat.

J Evaluasi Kinerja
Pegawai (internal)

Meningkatnya kinerja
Pegawai

Januari -
Desember

- Dokumen PK;

- Screenshoot
Penilaian SKP di
apk e-kinerja;

- Daftar / Laporan
Pembayaran TPP
(Reward)

2.2.4. P engualan Akuntabilitas

Penguatan Akuntabilitas dibangun untuk mewujudkan pengelolaan kinerja yang

terukur, akuntabel, dan berorientasi hasil. Kegiatan utama Penguatan Akuntabilitas meliputi

penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja, penyusunan Laporan

Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP), serta monitoring dan pelaporan capaian kinerja.

Rencana kerja prioritas dalam area Penguatan Akuntabilitas ini meliputi peningkatan

kualitas perencanaan kinerja, penguatan pengukuran dan evaluasi kinerja, penyusunan

laporan kinerja yang berkualitas, serta peningkatan capaian kinerja organisasi. Rencana kerja

prioritas pada area Penguatan Akuntabilitas dapat di lihat pada Tabel2.4.

T abel 2.4. Penguatan Akuntabilitas

2.2.5. Penguatan Pengawasan
Penguatan Pengawasan dibangun untuk mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan

nepotisme (KKN). Kegiatan utama Penguatan Pengawasan meliputi pengendalian gratifikasi,

pengelolaan pengaduan masyarakat, penanganan benturan kepentingan, penerapan

pengendalian intern, serta tindak lanjut hasil pengawasan.

NO RENCANA KERJA
INDIKATOR

KEBERHASILAN
WAKTU

PELAKSANAAN
EVIDENCE /

BUKTI DUKUNG
1 Penyusunan Perjanjian

Kinerja (PK)
Meningkatnya komitmen
pencapaian target
kineria.

Januari Dokumen PK

2 Monitoring dan
Evaluasi Kinerja

Terukurnya
capaian/realisasi Kinerja
Organisasi

Triwulan l, ll, lll,
dan lV

Dokumen
Laporan Monev

3 Evaluasi Kinerja
Pegawai (internal)

Meningkatnya kualitas,
ketepatan waktu, dan
kesesuaian penyajian
laporan kinerja sesuai
ketentuan

Triwulan I LKjIP Tahun
Sebelumnya



Rencana kerja prioritas dalam area Penguatan Pengawasan ini meliputi penguatan

pengendalian gratifikasi, optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat, sosialisasi

benturan kepentingan, peningkatan efektivitas pengendalian intern, serta percepatan tindak

lanjut hasil pengawasan. Rencana kerja prioritas pada area Penguatan Pengawasan dapat di

lihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Penguatan Pengawasan

2.2.6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dibangun untuk mewujudkan pelayanan yang

cepat, mudah, transparan, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kegiatan

utama Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik meliputi penyusunan standar pelayanan,

pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pengembangan inovasi pelayanan publik,

digitalisasi layanan, serta pengelolaan dan evaluasi pelayanan.

Rencana kerja prioritas dalam area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ini meliputi

penyempurnaan standar pelayanan, peningkatan kepuasan masyarakat, pengembangan

inovasi layanan, perluasan layanan berbasis digital, serta peningkatan kualitas dan

aksesibilitas pelayanan publik. Rencana keria prioritas pada area Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik dapat di lihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

NO RENCANA KERJA
INDIKATOR

KEBERHASILAN
WAKTU

PELAKSANAAN
EVIDENCE / BUKTI

DUKUNG
1 Pengendalian

Gratifikasi
Menurunnya potensi
penerimaan gratifikasi
yang melanggar
ketentuan.

Triwilan I dan lll Laporan Hasil
Pengendalian
Gratifikasi

2 Pengelolaan
Pengaduan
Masyarakat

Meningkatnya
responsivitas dan
penyelesaian
pengaduan secara
akuntabel.

Triwulan l, ll, lll,
dan lV

Rekap Pengaduan
Masyarakat, dan
Rekap Penyelesaian
Tindak Lanjut
Pengaduan

3 Sosialisasi Benturan
Kepentingan
(internal)

Meningkatnya
pemahaman dan
kepatuhan pegawai
terhadap pencegahan
benturan kepentingan

Triwulan I Laporan sosialisasi
benturan kepentingan
(melampirkan
undangan, daftar
hadir, dokumentasi).

NO
INDIKATOR

KEBERHASILAN
WAKTU

PELAKSANAAN
EVIDENCE /

BUKTI DUKUNG
1 Penyusunan Standar

Pelayanan
Meningkatnya kualitas,
kepastian, dan
kesesuaian pelayanan
dengan standar yang
ditetapkan.

Triwulan I SK tentang
Standar
Pelayanan

2 Survei Kepuasan
Masyarakat

Meningkatnya nilai
kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan.

Triwulan ll Laporan hasil
SKM, kuesioner,
rekapitulasi nilai

Meningkatnya
efektivitas, kemudahan,

Triwulan ll Dokumen inovasi,
Sl(/inovasi

RENCANA KERJA

J lnovasi Pelayanan
Publik



dan kepuasan terhadap
pelayanan publik

layanan,
dokumentasi
implementasi,
dan laporan hasil
inovasi pelayanan
publik.

4 Digitalisasi Layanan Meningkatnya
kecepatan, kemudahan,
dan efektivitas
pelayanan berbasis
digital.

Triwulan I Screenshoot
Aplikasi/sistem
layanan

I

I



BAB IV

PENUTUP

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi yang ditunjuk sebagai salah satu

unit kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan upaya pencegahan

korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup zona integritas menuju WBK.

diharapkan, upaya ini akan menjadi bagian dari upaya yang dapat meningkatkan nilai

ikm di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dilakukan secara kontinu dan

komprehensif. program kerja ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan

didalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan

strategis yang ada. lndikator dalam rangka penetapan predikat menuju wbk diharapkan

secara bertahap dapat diubah, sehingga semakin mempengaruhi kepada zero

tolerance approach dalam pemberantasan korupsi.

Jambi,Jl Desember 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PRO INSI JAMBI

RIZAL, S, Pt., M.M.
mbina Utama Muda

NrP 1971091 1 1998031004

t
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2025

J.dr.l P.l.L.t!.rn

KEOTATAiT/ REiCAXA AXat

Pa.ntlua J.nb/ Plc

t. AREA PEEUBAIIAI{ I : li.A'I{AJE[Ex PERUBAHAII

A. PcEh.!trr.! rro x..Jr ZI

P.nyaru tlE KGd.

I Unlt kerja t.bn mcmb.ntuk
rih untuk m.Ill(ukar

SK Tih PEmb€ngunu Z.na s.kr.tdiar/ UM PEo / Ear P

2 Pen.rNan .rggota Tim

prcsdur/ftkois. ydg
P.nunjubr AnsoteTih
F.rnboaund Zona Int.gritaj

S.lcrtarlar/ UM PEG / E8i P

II R....!r P.ob.mr.! Zon. Irt.dit..
T.rdapat dokum.n Encea
k.rja FDbasune zona

wax/wBBM

Dokum.n R.D(aa K.rja
P.mboAut@ Zona InlcAritas

Tim Zl / Ely M, Aryanti6
TiE (JF Aha.lis SDMI

Pcmbutune r.rd6p6r rartct
r4a.t Pnorires PDa Elds
dcngEn ruju& F.mbargunm
WBX/WBBM

S.la.tdiat / F.En.etufn

Terdapal mektuisme arau

pcmbmtunm WBK/WBBM

S.Ecnshmt Sosirlisasi
Dokumc. R.n.da Ke.ie di

Tim ZI / Ely M, Arymli&
Tim UF Araris SDMI

P.ErEtruE du Enlu..l P.Ebrrruru wBx/wEE
Scluruh kcgtabn
Fmb€nSunar sdah
dilaksaLEn $suai d.n86

Laporar Rcalisi R.n@a
K.rjs Pembarsuta zona

Tiln Zl / EIy M, Aryanti 6
Tlm PF Andis SDMI

Tc.dapat monirorinS da, Dokum.ntasj Rapat Monev
P.ml)mgunm zone lntcgriras

Tim ZI / Ely M, Aryanli &
Tim IJF Analis SDMI

Hmil Monihnnt ds
Er€lua.i r.lah ditindauMjuti

lind.& L€njut P.rb6ikd
b.rd@Lan Ekomcodasi
Rapdt MoDd hmb.Dgun&

Tim ZI / Ely M, AryM A
Tih IJF Arali. SDMI

P.nbrhr. Doh Dttlr dr! brdrv. t.d.
Dokurr.nEsi P,mpins!

Pcmbar&Dar zona InteSrtEs

SekEtEriar/UMPEG/ EBi PPimplm, b.rpcla! sbesEj

rlat sanaan Plrnbangumn
wBx/rr9BM

Suddr dit.lapk& aa.n SN Tim Aa.o P€rubaha S.krerdiavUMPEG/ E81 P

s.ra!1mt/UMPEo/ E8l PTcleh dibangun budaF kcrja
de.n pols piki. di lingklnF.

hhpLt, benc., moto l.rkair
budeye kcrje di lingkungsn

RERJA PEMBANOUI{/UI ZONA INTEGRITAS IA}IUII



Ant8ote oryErisasl t.rllbar
derm Fmbonsun& Zona

WBK/WBBM

D.Jte Hrdir RapEt 9t
mcut etkan $mu. .taJ)
P.nlrsunan R.n@a K.dd
F.bbangunan zrne Int.antEs

Tlrn ZI / Ely M, &yen &
Tim (JF Ana!6 SDMI

II, A.REA PERUBAIIAI{ 2 : PEIIAfAAII TATAIIXIIAj{A

A Pr€.<lu oreuro!.I arrD.lu laoPl
t.

SOP mcnga.u pada p.la
nroa.s hisnis insrrnsi

S4lretdjat/UMPEG/ Esi P

Pm!.dur operasronal l.rap
(SOD tclai dtcrapkan

In@asi dui p.n.EFn SoP ftkrer&iar/UMPEC/ Esi P

Prordur oFE8ioner t.tep
(SOB lcl,ah didsluai

Notulen rapat cvaiuasi dei S.KEIUiaT/UMPEG/ Eai P

B. E GovcrlEcnt dE Drfltru{.| L.rurr
u sbtcE P.o.rtntet.n 8.6..t. ElchtollL JAPBE)

si.r.m pcngukuE klnerja
unh sudeh lDcn8gunakan m.nt8un6-kan sist.m

Inrol:llai {scEcnsh@r c-

SGkEtEiat / P.r.n.anM

Op.radonalisas, nsnaj.m.n
SDX lu.lah EengunskBn

Mmajdtm sDM sudah
mngaurakEn sl (s!cn6ho1
hyej1e didter .uU, pegkal,

s.krctdier/UMPEC/ Egi P

P.mbcrjd pcleldm k.pada
publik sudah mcnStuna-ke

Intomasi LaYana! DiSiIal

{scrc.nsh@t w.b$ite BKD)
Tb zl / SholikulHuda

Tclah dilal<ulsn EmitorlnA
don dm dalua$ t.rhadap
Fmanlaarm reknobgi
infomsi dal@ pcngukuM
kin.4e unit, op.Esionalisi
SDM, do p.mb.ris layesn

p.I]sfara silr.m lnfomi
Tim zl / Sholikul Huda

c,
ttl K.t.r$ut rn hJorE..t Pubttt

k.tBbuka6, intorrnad pubul
l(cbilal& IO (Sli PPID) S.kr.rdiat/ UM PEG / Egi P

T.16I dllakukan monltortnt
da, €vatuad pelak$naan
kebllai€n kctc.buk@

Dokumcn Rapat Evalualt scrocrdiat/ uM PEG / E8i P

III AREA PERUBAIIr.N 3 : PEXATATn aIalEX XAN/LJEMETI sDll AlAlATt R

SISlETI
l Pd.n.an..n K.hqtrh.! P.nrlr .6r.l d.D!u K.brtlhrn or..!t ..t

Xcbutuhm pcAasa yant
disusun oleh unit keds
mcnaacu kepada p€ta
jabate de hasjl alisi.
b.ban kcda untuk masin!'

Dokum.n ANJAB/ABK SckFrriavUMPEO/ Egl P

P.n.mpotd Fgawei haltl
Ek m.n Eumi ftngacu
kcpa.la k.butuhe p.Snwaj
ysa r.lEh dicusun Fr

mcnSSambsrken B.zrirg
dsn K.buiuhan bcrdalarka!

S.kreranar/UMPEG/ Egi P

or.r T.t.D lsoPl x.rrrtra U

I



T.lah dilarrukan monttortB
do dm daluasj tghadap
p.ncdpatd EEaawai
rckiutn.n utrruk mm.nuhi
kcburuhan jabata dalm
orB ni&.i t.bn Dmb.rlk n
pcrbslkan tcrnadap kir.rja

Nota Dinas lapocn Evaliasi
P.ngisian PctaJabals
(P.ncmpala. Fe8swsrl

sckrctMiat/ su bbid Mutasi

tt Polr Mut..t lrt.ro.l

p.ng.mb€r8ED ksi.r
pcgawal, tcLl dtbl(uk&
outad FAaeaj &lar jlbale

S( / SPr MuB3i lPencmparel S.lcrtariat/Subbid Mutai

DElah m.bkuke hutsi
Pcaawaj ets jabarm rclqh
m.mpcrlatil@n kompclcnsi
jlbatd da men8ikuti pola
mutssi ysrg t.la} dlt.tspkan

Nora Dins Pcnirn banaan
M utasi (Pctr.mpatatr) Pcgawel

S.kEtariar/ Su bbid Mutasi

T.lah dilakulc! monrtonna
da .r€luasi t rhadap
k ajals mutasi yant t.le.lt
dila.kukq dalM keltenny.
dcnsM Frbsiku ldtr.rje

Nora Dims L€po@ tl6$l
Evaluai atas Mutasi
{P.n.mpatel P.aawaj yarA

S.kErariar / Su bbid Mutae

P€rI.EboEt.E P.rrr.l acr6.rL RooD.t.rr
Unil x.rja mclaLuka.
Trainin8 N..d AnalFis Umuk
p.nacmbnSan komp.rcnsi

Dokumen R.ncme K.butuhd

Kompetensil baAi P.EaE

Tim ZI / Linda J & Ari M

Delm mcnJasun En.8!
P.ng.mbesd komPcr.n!i

h.mp.nimbsntbn hasil
pcnt lolae kir.rja Ftawai

Dokumen AKD lAnalisir
x.butuhM Diklatl FtSawai
Inrcmsl yMt m.mual

Tim Zl / Linds J &Ari M

Tihtxat k snidgan
kohFt.nli p.AEwei ldt ..le
d.nam stodd komp.rcnii
ydt dit.tepkan untuk
llEint-maing jebatan

Dokum.n Sredu XomFt.nsi
du t poB l..snjdgan
Kompctdsi xomFl.nsl
dmgd dcn8E! slddar

Tim Zl / Linda J & Ari M

ftFwaj di Unit lierja tel6n

k.&lnpard/hak untuk
m.ngikuti dikrat mupun
PcnA.mbeam kompcrcnsi

SuEt / P.ngumumd
P.mb.rit.nu@ k.pada
P.gawei tcntmt pcluang
m.naiku diklar etau
Fng.6barBm kohp.rcnsi

Tim zl / Llnda J & Ad M

Pcna.mbmgan komp.t nsi,
unit kcda mdar<uksn upaJa

P.ntcmbe8a komp€tcnsj
k pada pc8aPai (s.peni
Pcnarlut$naen pada
l.mba8a p.latihar, in-hous
tminin& c@china, ata'l

Dokum.n jut m.nunJukte
adeya Kcrjama d.Dss
L.mbaga dikrat atau lcEb8aa
Pcng.Eban8e komp.tcosi

Tima / LitrdaJ&AriM



NolE Dlns lapo@ at8g
Pcnir8k8rM Kindja b6gi
Itgasaj yeJrg t lah m.n$kuti

Tim Zl / l-indal & Ari Mi T.k} dilal(llkM Eonltorine
de daluali t.rhadap hasil

Fnt mb&8M komp.tcnsr
ddm kBit6nnlB d.n$n

P.!.taDrn Ki!.ri. Indlvldu
Selaltariat / P.rcn.denT.rdapat p.n.tqpen krn..ja

indiqdu )ana tcrkalr d.n8an
pcrjdjru kih.rja or8anisasr

Dokum.n SKP s€t2E

S.kEtdiet / P.rcncu8anUkuran kineia individu telsl
mcmiliki k sesuajM denge
indikahr kincda indnidu

Dokum.n SKP sera

s.kEr&ar / FcmcanBMP.n8ukutm kinc4a individu
d etukEn sflE p.riodik

ScBn.hoot P.nilaran SliP dl

Hasil p.nileie kin.rjE
iDdividu t.l!n dijadlka,
das untuk pcmbcrian

Daiar / Lap.tu P.mbay@ S.kEtariat / I(cuegs /

P.r.fltr! Aturr DI. torh/Kod. Etrl/RodG P.dlrtr P...t.l
AturaD diliplin / kod.
aik/kod. p.ril,6ku r.l6h
dile-k8&sr<&/dnmpl.mcnrai

tapora, Pcn AsI€n Atu@
Distplln/ liodc Etik/Kodc

gllt.n I orENl l(.D.r.t.rrs
S.E.n.hoot hAi. lndividu
hgsvd untuk ocngsl(ss
hfolrui pcmutddi'm dela

T,m ZI / Sholikul HudeDar, infol:tBi k.pctasqja

dlrnut -khi.kJr $teE

AREA PEROBAflTi 4 : PENAfAAi alaTEM MANAJEMEN sDM APAI AUB

A PEI'GUATAIT Al(U TAAILITAA
I K.t.rllbrtra PiE9tru

Unx k 4a tcbn m.Uba*ar
pimpiM sm IuSEunE
peda @t PenFsune

Dokum.nrrsi Kcr.rlibate
Pimpinan dara6 REper

P!tr}!lLrrun Dokuftn

S.loltsngt / P.ED.dae

Unit k.da tclah ft.Ubatkm
s@ lansluns PimPinan
sr p.nyusune Fnctapsr

Dokumc. PrEn@ae
ditmdat4aErj Pimpind

S.htdiat / P.En(saan

Pispin€n rcl]Ulsn
P.nc4p&sn kn.rja *cm

Bukti disposisi pimpine di
6tas LapoE Evaluari Kln.rja

S.kfttdier / P.rcn.aas

P.n.clol.u atEot.bU.rt.. Is!.th
S.Irrtdi"et / F.EnCuaEDokumcn FEncanaan Dokumcn Pcrcn( .s

{RENSTRA, RENJA, RXA, DPA)

S.krcteiat / PereDcatra$PeEncuaa kinerla lehn

Sckrrariat / P.En@.anT.rdapat pcn.rape IndikaEr

Sckrct6rirt / P.EnceE nIndikator loDerla lcbn t.le}I
mch.nuhi kriteria SMART

s.krctuiat / Pcrcn.ai8mtaporan kin da tclAn
.1,i,,q,r. r.nar rrklu

Lspord Xinerja (LKjlP)

S.lorEriet / ftED(aenI L.poM loEda tcbn
m.mbcrilan infolDsr

kpod KiD.ria (Lt$rP)

III



a
intorm8d/ lD€kanl6mc

s.reenshoor Upload kpom
Kmcdg (LKjlP) di s.bsn.

sckErdiat / Pcrcnc$aan

S.rrrfikar Bimrek SAKIP s.kErEiar / Futncaraanh unn kr.ja rclal b.ruPaya
mcningkatlan kEp€sits3
SDlt. yanA m.nsn$r8i
rL"nr.hJllrar lzin.Fin

AREA PERUBAIIIJI 5 | PEXGUATAJI PEI{GAWAAAX

P.!..!d.lt ! c,.drltr.l
s.kEtsiar/UMPEG/ Egj PT.lah dlat(uk8n public Barn.r dar / SFnduk Anti

Prmb.dd Grsti6ka8i

Pcnt ndaltd gmtlfikasi t.lah kporan Pene.iM sekreraier/uMPEc/ Egi P

ll F.!6rr.r SLt.E P.!r.!ddiu IDt.rE P.E.rlDt.n lsPrPl
Sclaltdiat / P.EnCs6dT.16]' dibongun lingkungan Dokum.n Rapot Elaluas

s.hltarlEt / Pe.encanaarT.laI d0akukan Fnileio
nslko atsl p.lalrsee4

Nota Dlnas at6 Fn$ndalian S.lrctariat / P.En.s8T.lei d atukrn k Aiato

ncminimrriit riliko ydg

Sfkr.tarisr/UMPEO/ Fjai PSPI t.Ln dihfomalik& ds,
dikodunikdike k.peda
s.luruh pihs]< rcrksit

Dokunenrasi Sosialisi I.rkair
sPl

tii, P.o.rds.! U.rrd.rt
li.b&IBn Pcngadus

(rcnrhoor kan.r lEryadu@
Tim ZI / Sholikul Huda

Tim zl / sholikul Huda /p.ngeduan masJErakar lapom t'ndaL lanjut
p.nAaduM (m.ngtMbark€Jl
lnlh Fntadud ysg msuk,
jmlh pcotadud ym8
dipro!.s, dan jErh p.nseduan
ju8 lclcsi ditMgmil

fim Zl / Sbolikul Hude/
edM inlFktorat dcminte
aaar dibuarlan rrkap
jml"n pcngEduan rant

bcrpE&s, ya.E s.lcs€r de

T€lah dflBkuka monitorina

FnanSEnan pcnSBdu.n

lapotu rindak lanjur
p.nPduan (bcn88amb€rkah
jnlh FnsEduan yalg msuk,
jmlh p.nsaduan yanA
diprc$!, du jnlh p.ntadum
yet &I.!ai ditantsni)

FnangErd p.ngadu&
Dokum.n daltu Fnaaduan
yu8 r.L6n didndi.tlarl uti

whi.rl. Blo{ing syslcm telai SK F.nunjukm Wrrisl.l SrlaEtdiat / UM PEC/ Esi P

T.bn dfl.s.kukan daluasi at8s
g.Derapqn whistl. Blowina

Lapom pdaktuqo tu8as sckEtsiar/UMPEG/ Eti P

S.kEtarict/UMPEG/ Etj P

pcnerapan whisrl. Blowint
Sylt m t.l]En diundsl.lmjuti

Lapomn tindak lanjut hasil
wBs

P.!urr{. l.nturo KcD€EtIlr.o
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T
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idcntiltk$i/ pcm.t(6
b.Dru@ k p.ntint.n dalq

Dokuo.n Identinksdi
Er.nruran Repentinam

Ptnogarq ELnruBn

dilosiEli@srku/lnt.mEllsasl

Dokumcn Sosiarisasr Potcnsi
Bcnturs, KcFnti,g8n

P.nd!&ai Erdtura, lrFrs P.r'anamm
ELntutu KcFntinSm

Tclan dilB&ukan evsluasi eta3
Pcn6rlatre B.ntu ran

LapoM P.!EgaI@
ELntuEn Kcp.ntinge yMg

P.nmSsnd B.ntum
LapoBn Pc@gaDsn
EbntuE K.Fnting6 ysnS

AREA PERUBATIAN 6 ; PEmncl(Af^n XUALITAA PELAaAI{AIi PUBLIK

A PEITIITGNATA,!' KUAJ.ITAS PDL'TYA,{AN PUBLII(
I

T.rdapat k bijalon stmde St( Stad{ P.latuan sckEreiar/UMPEO/ Esr P

Standar pda)6an 
'cbn

benn.r / spenduk Meldurut S.ls.taEEr / U MPEG/ E8i P

Dllat(ukan rwiu dsr
p.rbalkan atas stan<le

Dokum.n rcviu StBnda, S€kretdiEt/UMPEC/ Eai I'

tclah m.lakuktu publikB,
ala! lr8nde pctayaro ds
mallunat pdEyEnm

scEnshoot Publikasl
Dokum.n Standa hlayanan
du Mallunat St rdd

S.lcrariar / UM PEO / Esi P

lt. Eud.Y. P.Lr.E.E PrrEr
T€lalt dilakukan b.rbsall

kenumpusn dgjl/arau

Fn.Epsn budaya pclaFim

P.latih€, / Sou.lsl
pcninAkar8r komFt.nd
tcntmt P.ncEPon FlaJuan

s€krcrdiav UMPEo / Eai P

lntorrnasi tcntan8 Flayanm
oudet dialc.! dclalui

S.rn8h@t &Ite layue
)nt eda di lay&a diarEl

Iim Zl / Sholikul Huda

Tcl8}l rcrdetai sist.m
pcmb..ian p.nAr'ar6aBn dm
sanksi bsai 9.ruga. pcmbcri

SK tcnung pcmb.nar
FnEheryae dd sk.i b€Ai
p.tuta! P.mbrri layean

S.ld'.itrut / UMPEO / EAi P

Tclah t.rdapat djstcm
p.mb.rim komp.n@i
kcpa.te p.ncriha ldymo
bila lelud ti.lak 3.Buai

SK Femb.rir! Kompcnlad
bsAt P.n..im taysnaD yant
td6k s.ouar standar

s.kr!Larlar/UMPEG/ EAi P

Tcrdspat sarana lalde
t.rpqd u / tc.integrasl

Salaa Lsyma terpadu
(src€nshoor jeDis layanan di

Tim ZI / Shoukul Huda

I Tcrdepal hovasi p.laysan Darld Indesi Laldan vmg

Tcrdapat m.dE Fngadtran
dd konsultasi Flaydo
ym! r.riDrcami d.naan

ScrEnshool hAin apk SP4N S.kr.rariar / UM PEc / Eti P



S.kretariat/UMPEG/ Egi PTerdapet unit ysg nengelola
P.nSaduar do konsultasi

SX Tim/P.rugas SP.r N-Lapor

T.bn d alukar claluali ata

t luhar/mgn*ff dsn

LapoB Eveluai P.n&galE
Kcluhan / P.ngedua.

S.kErdi,e r/ UM PEG / Esi P

P.nlhtrE K.Du.q! tcrhrd.D PGl.yr!.E
SekEtenlt/UMPEG/ Eli PT.la-h dllakuksn suNey

k.puas€n masyarz.kat

ScEcnshmr bukti uploed
llpom SKM di wcbit.

S€krctdial/UMPEG/ Eri PHasil suFcl Eepuassn
Earyaiakat dapar dl.l<ss

EkoNndad d6l6D kporE
Sekrer*iat/UMPEC/ EAi PDilalukBn liDdel IE jut atas

h6il Bury.i k pu8an

P.E.lrr.tE T.tlolorl lEJorul
Scrc.nsh@t eplikali aplik6!i
yst dip.raunal& d.lM
m.mb.rik4 p€laymo

Tim ZI / Sholikul Hud,aT.la]' me.erapku t.knologi
infolfusi d6ld mchb.riko

Databds Flayom ,rru Tim Zl / Sholikul HuclaIJ T.lah m.mbangun datebss
Flayem ydt tcnnt.gtui

Tclan dilalukan p.rbajke IapoEn p.rbaikm t.rhadap
sl,srcm pclaya@ tcrintcSEsi

M-ANAJEMEN PERUBATIAN
KoEltE.! d.tt6 pGrqb.h.!

A$n pcrubah& rcla}l
m.mbuat p.Nb.nm yErA
konkr.t di lnstosl ldalah I

Laporan Jumla-h Perubana,
y.n8 rcblt dllaluk& A8c,

4a PBb.h.. / ln. s, s Hud.,

Juml8i Ao.n P.rubahan
' Jumlah P.rub€-he yst

Jumlah P.rub6nm ,€nt t.lEh
diin tcSr€dkar d.ngan Silt.o

A.a tnuD.h.. / rm t, s Hud.,P.rubahm ydng dibual A8.n
P.rubahan t.lan r.rin tcArasi
dsr"m sisr.h mansj.m.n

Jumlah P.rub€ntu ymg

- Jumbn Pcrubs]'& y6n8
t.la.t' diint.Arauikar dallE

KoEttE.E PlEph.!

Plmplnan meudliki kouutncn
tcrh6dap pdakgna&
rcfomi biELEi, d.n8e
adsnya rar8.t @Pakr
Efolmd yEng j.las di
dokuM pcEncdAs

Dokum.o P.rcncanad s.l@i.n.r / P.'mnran/ Albb.'

r.ab.!tu! Bud.r. K.rJ.

Instasi m.mbmEun budaya
k.rje posi fdM mcn.Epk@
nilai-nilai orEulssi dal@
p.l6l<$J1ae tugas $hdi-

DoLum.n sos'alisl Budaya
K.rJa

rm r / P.n3har8lanl D',h s.r

PENATAAI{ TATALAXSAIIA
l. Pctr Pro..r BIIE]! xcEp.Eshbl P.nr.d.ihu.E Jrt.t.!

IIII
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rih Zr / Elv M. Aryzd & nn 0tT.lah disusun p.@ pro*s
bisnis dent8n admya
p.nycdc.hmenjabald

! stit.E P.Ecrrltrh.! Esb.rL Elcltrortt laPBEl y.!r Acrbt.l'ul
S.cnlhoor lftpicEcnbat
SPBE ymg tcla}I tc.hl.trasi
m.ndorcq pclaks€naan

Lrpl.menlaai SPBE tctah
krint.AEsi dan 

'rrmpumcndoronS p.la}$lr,e
p.layanan pubuk ymg lcbih

tmplcftcntAsi SPBE r.tah
r.rinl.alasi dsr msnpu
m.ndo.ons P.lar.s.fu
p.layanan intcmal o.tMissi
Y&A l.brh ccpat den .fisi.n

Scrnsh@l hplementasr
SPBE yua t.lal] r.rint€Esi
m.ndorcnA pcla.ks@aan

TrrErforEtri Dlrtt.l il.Eh.rtlu lllld MrDfr.t
Sti jebarm dalm bentuk TIETMsfomasi dialGl pada

biddt prcs! blsnis utm6
EL..h mmpu m.mb.rik&
nilo l)@fmt b€si unit kcrja

Trarsfo@sl dt8ital Eada

Fm.rinrehm r.hn ll]mPu
m.mt ribr nilal meftar
b8ai unit k.4a ecEE oplimal

translomasi diaibl pada
bi.lsng p.layme publik
blah n)mpu m.mb.rikar
nllal mmlast baat unit kcrja

ScrEenshoot Bulrti k)@ar
D'g)tal

PENATATI'I SISTEM MANAJEMEN SDM AIARATUR

s.Irb,t.r/ Pellmn.rn / albbrrUkuE kincrja lndividu t.lah
bcrcri.trtsi hanil loutcom.)
!..uei pqda l@clnya

ll
Dokumcn Hasil As*sm.nHail as$mnt l.l6h

dijad'ku p.nimbese

Fnt mbmgs kEri! pcgawsl

LapoEn P.lBnt8alu D'.rplin
yarrS mcn unjuktm jumb]'
p.lanSAsEn disrplin tehun
blu, jumlah p.l,arlagE]u
disiplin talrun teralht ds
lum16lr p.leggala disiPlin
ya!8 tela}l dlberilan lank8i

P..urunm p.lanBt,]a

Jumlah p.leng8m rrt'un

Junlah p€langaaEn tahun

' Jumlah Fbrgaalu yu8

PENCUATAI{ AI{UNTABILITAS
I xcrhtlutny. c.p.l.D Lh.d. ulit t.dr

III



s.k'd..r / P.r@m.^ / 
^rEbn

Pcent8s sasar€n drngd
@pajan IOO% atau lcbih

- JuElah S6saian Xin.4a
ysng r.Mpai loo% arau

PcEb.rran Rdud Md PuElttE.!t
s.kerld/ (.u.ry.n/ M.lviHaE Capslan / Monlto.inS

ttrjajiar tiincrja tclalt
dijadiks dal€r &b€gai
p.hb.ne rcvard and
punrshm.nt baAi orBanissi

Bukti p€mb.rie l4dd atas
@pai4 tary.r kincrja Panar

E.rrrrlq ldrL xln..lr

p.njenjmsm kin.rja
((K.rantke bsis Kin.rjal
,ran8 mcntsu Pade kin.rla
ulam orxanisi dM
dijadikan dalM p.ncntuo
Lln.rja $luruh pe8ewai?

s€trcun.t / P.r.n.ani.n /A r.bn

PENCUATAII PENGAWASAN
M.trEllE. P.D!.odrlirtr

M.ksism. Pcng.nd!.lisn
Akrivllas s.cara b.rjenjmg

l.lalr dil6luk3n mckanism.
p.ntendalia^ akuvnas -c@

P.aur.!ro P.! dEE Mit.nht
L6po6 P.neganan
PEngaduM Masyaral@t Yent
m.ngsmbdkelumhn
lapo6, jumlEh lapoB ,€n8
drpEes, jumlan lapora. yet
$l.si ditinda.klejuti

P.r*nras pcndt6nan
pengadunn masy*akar

. Juml.h p.ngadu&
masyaE.kat y4g h@!

- Juml6.t' pcnSsdua,
nasyaEkat )M8 s.dm8

- Juidelt p.ngadue
m8y€terct jBry slcei

P.svrED.i.! L.Ddra Hrnr KclryrrE
P.!r.Ep.L! hp@ H.n l.cLr..!
PGJ.b.t r.sn llHxPIl

t po.m R.r.pilur., ParadP.'..
urti Y.nl F.m!.r lumlah P.3tu.1
y.n3 *a& tHxPN, &nl.h P.a.*.i Ylnt

P.r*ntasc p.nympaian

- (.Dala sluan ke.ia

m.hvamna'LAn Llltil,N
- P.Jabat yan8 disejibkan

P..yuprt.r L.pdD H.!t. K.by.u llon I t.,ol:nR!riPitul.tiP.nY'hp.l.^
LtsxlsN y-r ,115ua luhl.h Pn&.i
Yr.a $l'6 LHirsx, lusr.h P.Fw.'

II
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Per*nla* Penyampaan lon
LIIKP\

mclaporkM (tidsl< wajib

P.jabat .dmini!rEror

' Pejebar Penawe3 (.slon Iv)

Jumbn Fungsional do

PENIXGXATAj{ XUAIIfAS PELAYANAN PUBLII(
t, Uprrr d.n/rtru Inoh.l P.l.y.n.! Publtl

Upaya du/atau inov$i tcla)'
IlmdoEng Flbeike
p.la)tsnm publik pad4
I Xcs.suaie P.r$@tan
2 K.mudahd si!t.m,
M.keiM., ds Prc$dur

4 Kcjclrsn Bieye/Tdif,

Spcaiirka.l Jeni3 P.ldydM

7. Pe.tlaku PehJ<$ralwcb
6. (ualltas SarEna dan

9, ItnugEnm ftntaduan,
Saran da, Masukn

Upara dan/atau lnovast pada
p.rijira, / p.lqyonan tclah

!' Waktu lcbih ccpet
2 Rlayanan Publlk yans

3. Nu. lcb,t Fndck/ siryl(at
4 T.rinr.gmsi d.ng6r

Lrpor.n lm.sl y..l m.nga.mb..Ln
iumr.h D.lrF6 y.n| m.Fdr t{.s
da tull.'i, dm luhl.h Fl.FEn y.^a

p.rijinm/pclayanm yan8

p.djind/Fhyma, lnr

ii. P.n.Et.E.E P.Drldu.r P.l.v.Ern dd xoo.ultrl
P.nmtMu Fnaedum
p.latem ddakuk3r d.blui
bcrboAEi kmal/mcdia sc.8ra
rcsponsivc de b.rlaiSSung

ScE.nsh@t PlnsAaran
P.ngaduD di kssl ncdia

IIIIII
DaJt€r tnovasi P.layaal
F\rblik yana t.lah dilal<ukan


